
BAB IX 

PENUTUP 

9.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut; 

1) Bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di 

kabupaten Tanah Laut belum berjalan secara maksimal, hasil 

penelitian dianggap masih membutuhkan pembenahan yaitu 

standar dan sasaran kebijakan yang tepat. Dapat dilihat dari 

kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat 

belum maksimal. Timbul konflik dalam kegiatan pengelolaan 

pantai di objek wisata kabupaten Tanah Laut. Sarana dan 

prasarana belum memadai.  Sumberdaya pembangunan 

kepariwisataan di kabupaten Tanah Laut sudah didukung oleh 

sumberdaya manusia, namun umumnya belum profesional 

dan belum mendapat dukungan dana memadai dari 

pemerintah. Aspek-aspek social, ekonomi dan politik di 

kawasan objek wisata kabupaten Tanah Laut tersedia belum 

mendukung.   

2) Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa faktor yang 

mendukung dalam hal pengembangan objek wisata alam 

Tanah Laut, sudah adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah 

pengembangan pariwisata, sudah adanya landasan dan 

struktur kerja yang tertuang dalam tugas dan fungsi pokok 

secara konstitusional, adanya kewenangan merumuskan dan 

menetapkan serta pengelolaan terhadap sumber dana dan 

sumber daya, letak geografis, memiliki kekayaan wisata 

alam, wisata budaya dan wisata buatan, budaya, Keterbukaan 

masyarakat terhadap wisatawan, kondisi keamanan yang 

baik, Memiliki ragam keunikan/atraksi.  

Adapun sebagai faktor pengambat meliputi; kepemimpinan 

yang belum sepenuhnya berkomitmen terhadap 

pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten 

Tanah Laut. Padahal apabila potensi yang ada dikembangkan 

secara maksimal maka akan menciptakan daya saing yang 



tinggi dengan daerah lain serta dapat menjadi salah satu 

penyumbang pendapatan daerah, tingginya ego sektoral, 

alokasi anggaran untuk pengembangan masih sangat sehingga 

menghambat program pengembangan pariwisata yang telah 

dibuat. Belum tersedianya anggaran dan sumberdaya di 

SKPD yang dapat dialokasinya secara sinergi, belum adanya 

program kerja dan target yang menjadi sasaran pelaksanaan 

program implementasi kebijakan. Sarana/ fasilitas pendukung 

diberbagai kawasan obyek wisata yang belum maksimal. 

Minimnya sumber daya manusia yang profesional dalam 

bidang pariwisata, kurangnya persamaan persepsi, koordinasi 

dan komunikasi yang intensif, Minimnya kesadaran untuk 

merawat obyek wisata juga belum dimiliki oleh para 

wisatawan, hal ini terlihat ada beberapa sampah yang dan 

coretan yang ada diberbagai kawasan wisata. Dan belum 

adanya Standart Operating Procedures (SOP) khusus yang 

mengatur kebijakan pengembangn pariwisata di Kabupaten 

Tanah Laut. Seperti yang kita tahu pedoman kebijakan masih 

mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi. Pemerintah belum membuat peraturan khusus terkait 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut. 

Kurangnya transportasi untuk mencapai tiap objek wisata, 

dan belum terjaring jejaring kerja dan sinergi antar instansi 

terkait.  

3) Untuk dapat tercapainya tujuan dan sasaran dalam 

implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, peran 

kepemimpinan dan pengendalian harus menjadi bagian dari 

komponen yang dilibatkan, karena dua pilar tersebut adalah 

bagian tidak bisa dipisahkan dari implementasi kebijakan. 

Serta pendekatan model kolaboratif, Pengkolaborian kedua 

Model Edward dan Model Collaborative Wanna untuk 

memberikan solusi terhadap pengembangan pariwisata, agar 

pengembangan pariwisata di kabupaten Tanah laut dapat 

mencapai keberhasilan sesuai target yang diinginkan, maka 

langkah kedepan perlu dirumuskan Peraturan Bupati sebagai 



pelaksanaannya dengan model perumusan kebijakan 

deliberatif-kolaboratif. Kepala Daerah dalam hal ini bupati 

harus memotivasi, memfasilitasi dengan penuh komitmen 

merumuskan kebijakan dengan berprinsip pada partisipasi 

warga masyarakat, semua pada posisi yang setara dan secara 

proporsional mempertimbangkan kompetensi aktor yang 

handal dan profesional. Agar lebih terjamin akuntabilitasnya 

maka sangat diperlukan media IT secara transparan, yang 

merupakan bagian dari system manajemen informasi 

pariwisata. Selanjutnya, perlu dibentuk lembaga pelaksana 

independen yang dirumuskan, dibentuk dan dikendalikan oleh 

mereka sendiri. Dengan adanya lembaga ini, semua 

stakholder bertanggungjawab untuk mewujudkan capaian 

sebagaimana tujuan pengembangan pariwisata yang mereka 

rumuskan sendiri. 

 

9.2. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan 

pariwisata di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana dengan baik 

dengan ditandai; 

1) Segera dirumuskan Peraturan Bupati sebagai aturan 

pelaksana Perda no. 5 tahun 2015 yang dirumuskan secara 

kolaboratif-deliberatif.  

2) Perlu dibentuk lembaga pelaksana independen yang 

dirumuskan, dibentuk dan dikendalikan oleh mereka 

sendiri. Dengan adanya lembaga ini, semua stakholder 

bertanggungjawab untuk mewujudkan capaian 

sebagaimana tujuan pengembangan pariwisata yang mereka 

rumuskan sendiri. 

3) Untuk mengatasi masalah dana pengembangan program 

obyek wisata kabupaten Tanah Laut perlu ditingkatkan 

kerjasama dengan investor.  
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